
Menimbang 

Mengingat 

BUPATIBANJARNEGARA 
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA 

NOMOR: A421/28% TAHUN 2008 

TENTANG 
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL 
SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

BUPATI BANJARNEGARA, 

: a. Bahwa dalarn rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan 
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta 
meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu 
memberikan ljin Mendirikan dan ljin Operasi SD-SMP Satu Atap 
(Pendidikan Dasar Terpadu); 

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

: I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42) 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran RI No. 431 0); 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
RI Nomor 4844 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlak:unya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita 
Negara RI Tabun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Dasar ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun I 998 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran RI Nomor 3763); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Menengah (Lembar Rl Nomor 3413 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
I 990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3764); 

7Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah 
Otonom {Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3952), 
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BUPATI BANJARNEGARA, 

: a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan 
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta 
meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu 
memberikan ljin Mendirikan dan ljin Operasi SD-SMP Satu Atap 
(Pendidikan Dasar Terpadu); 

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

· I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42) 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran RJ No. 4310); 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
RI Nomor 4844 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita 
Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Dasar ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tarnbahan 
Lernbaran Negara RI Nomor 3412 ) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lernbaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, 
Tarnbaban Lernbaran RI Nomor 3763); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 
Menengah (Lembar RI Nomor 3413 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
1990 tentang Pendidik.an Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764), 

7Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
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